
 



 
 

 
 

WALI KOTA BATAM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM 
NOMOR  372  TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026 

 
WALI KOTA BATAM, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal                                

367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan 
Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2026; 

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 

3. Undang-Undang. . . 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

 

9. Peraturan. . . 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 

3); 

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019                
Nomor 7); 

16. Peraturan… 
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16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);  

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);  

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam 
Nomor 1722); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026. 
 

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan 
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan. 

 
KEDUA  : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

 

a. BAB I  PENDAHULUAN 

b. BAB II  EVALUASI RENJA PERANGKAT 
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 
II TAHUN BERJALAN 

c. BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

d. BAB IV  PENUTUP 

 
KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini. 

 
KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi: 

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat 
Daerah; 

 

b. landasan… 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan 

yang disusun untuk penyesuaian perencanaan tahunan akibat adanya 

pergeseran, penambahan, atau pengurangan anggaran. Perubahan 

Renja Tahun 2026 memuat perubahan pagu anggaran serta 

perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, dan 

menjadi bahan acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 

2026. 

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 

343 ayat (1) peraturan tersebut, Perubahan RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan 

pada tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, yaitu: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan 

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 

berkenaan; dan/atau  

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

Selanjutnya, pasal Pasal 351 dan 352 mengatur bahwa setelah 

Rancangan Perubahan RKPD memperoleh persetujuan Kepala 

Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman 

penyusunan Perubahan Rrenja Perangkat Daerah.  Setiap Kepala 

Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan Rancangan 

Perubahan Renja dengan berpedoman pada surat edaran dan 

Rancangan Perubahan RKPD.  

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

berpedoman pada:  

a. Rancangan Perubahan RKPD;  
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b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun 

berkenaan.  

 

Penyusunannya terdiri atas perumusan dan penyajian 

Rancangan Perubahan Renja, di mana perumusan mencakup analisis 

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian 

pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Rancangan Perubahan Renja disajikan dengan sistematika sebagai 

berikut:  

a. pendahuluan;  

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;  

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;  

d. penutup.  

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 

tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2026 maka Dinas Perhubungan Kota Batam menyusun 

Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada perubahan RKPD 

Tahun 2026 setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah sampai dengan Mei 2026. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

 Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas 

Perhubungan Kota Batam adalah : 

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015  tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
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7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 

Nomor 6323); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 

tentang Rambu Lalu Lintas; 

13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 

tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan 

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023; 

24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
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Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

25) Peraturan Daerah  Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

Nomor 6); 

26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69); 

27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);  

28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun 

2024 Nomor 6); 

29) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam 

Tahun 2025 Nomor 4); 

30) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119); 

31) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam 

Tahun 2025 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kota Batam 

Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025); 

32) Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 
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Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 

Nomor 1643); 

33) Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Batam Tahun 2026; 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun, 

sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota 

Batam Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 yaitu: 

1. melakukan penyesuaian terhadap proiritas pembangunan 

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah; 

2. menjadi pedoman dan arah dalam penyusunan perubahan 

anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 dan 

sebagai dasar penentuan Perubahan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS), serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026; 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam 

Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I 

Pendahuluan (latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, 

serta sistematika penulisan); Bab II Evaluasi Rencana Kerja Dinas 

Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi); Bab III Rencana Kerja dan 

Pendanaan; dan Bab IV Penutup (catatan penting, kaidah-kaidah 

pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut). 
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BAB II 
EVALUASI RENCANA KERJA  

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 

 

 

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai 
dengan Triwulan II Tahun 2026 

 
Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan 

pelayanan perangkat berdasarkan pelaksanaan kinerja terhadap 

Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra Perangkat Daerah. Realisasi terhadap Renstra mengacu pada 

laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. 

Rekapitulasi realisasi program dan kegiatan sampai dengan Triwulan 

II Tahun 2026 disajikan pada Tabel II.1. 

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 
 Dinas Perhubungan Tahun 2026 s/d Triwulan II 
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Secara umum, tingkat penyerapan anggaran sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2026 masih didominasi oleh belanja operasional 

rutin dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Sementara itu, 

realisasi belanja untuk kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik 

pada periode ini baru memasuki tahap pelaksanaan konsultan 

perencana, sehingga capaian fisiknya diperkirakan akan meningkat 

signifikan pada triwulan-triwulan berikutnya. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam 
 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini: 
 

Tabel II.2.  Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 s.d 
Triwulan II 
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Berdasarkan tiga indikator kinerja sasaran yang diukur sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2026 (Tabel II.2), capaian kinerja Dinas 

Perhubungan Kota Batam dapat disampaikan sebagai berikut: 

• Rasio konektivitas darat tercapai sebesar 0,900 dari target 0,909, 

atau 99,01% dari target. Capaian ini menunjukkan konektivitas 

jaringan transportasi darat telah berjalan dengan baik dan hampir 

mencapai target. Selisih sebesar 0,009 perlu dioptimalkan melalui 

peningkatan keterhubungan jaringan angkutan, penguatan 

pelayanan pada wilayah yang belum terlayani secara optimal, serta 

peningkatan efektivitas manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

• Rasio konektivitas Laut tercapai sebesar 0,667, sama dengan target 

0,667 artinya target telah tercapai 100%. Kondisi ini perlu 

dipertahankan melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas 

sarana angkutan umum, pengawasan kelayakan kendaraan, serta 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas 

Perhubungan tercapai sebesar 89,54% dari target 90,45%, atau 

sekitar 98,99% dari target. Masih terdapat selisih 0,91 poin, 

sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara 

berkelanjutan, khususnya pada aspek-aspek yang paling 

memengaruhi persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan 

perhubungan. 

 
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Perhubungan Kota Batam 
 
 Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja, selain 

berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota 

Batam, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta 

isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai 

strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian utama 

dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. 

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi 

pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, 

dirumuskan isu-isu penting sebagaimana disajikan pada Tabel II.3, 

yang mencakup permasalahan di bidang lalu lintas, prasarana
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perhubungan darat, pengujian kendaraan, prasarana perhubungan 

laut, pelayanan Trans Batam, dan pelayanan parkir.Isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota 

Batam dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

Tabel II.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 

 

 

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 disusun 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2026 serta mengacu pada prioritas Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar program, 

kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam 

mengalami penyesuaian, baik berupa penambahan, pengurangan, 

maupun pergeseran alokasi anggaran. Pada RKPD Tahun 2026, Dinas 

Perhubungan memperoleh pagu indikatif sebesar 

Rp133.460.409.681,00, berdasarkan rincian program, kegiatan, dan 

subkegiatan pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 (Tabel 

III.1), pagu anggaran Dinas Perhubungan ditetapkan sebesar 

Rp141.224.349.582,00. Dibandingkan dengan pagu APBD Tahun 

Anggaran 2026 sebesar Rp126.321.935.323,00, pagu ini bertambah 

Rp14.902.414.259,00. Bila dibandingkan dengan pagu RKPD Tahun 

2026 sebesar Rp133.460.409.681,00, pagu ini bertambah 

Rp7.763.939.901,00.  

Peningkatan pagu tersebut sebagian besar terjadi pada 

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — 

terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan, 

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (termasuk 

pembangunan Zona Selamat Sekolah), dan Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan serta Pembangunan Fasilitas Parkir — sementara 

Program Pengelolaan Pelayaran mengalami penyesuaian ke bawah 

pada kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal karena 

capaian target unit dermaga yang lebih rendah dari rencana semula. 

Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu 

anggaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam 

Tahun 2026 disajikan pada Tabel III.1 
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TABEL III.1.  Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)  
   Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 
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BAB IV 
P E N U T U P 

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota 

Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang 

disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2026, serta perubahan kebijakan 

pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota 

Batam Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian 

dari implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 

2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, 

dan sasaran pembangunan daerah di bidang perhubungan. 

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 

2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan 

pada Dinas Perhubungan secara umum telah berjalan sesuai dengan 

tahapan yang direncanakan. Rasio Konektivitas Laut telah tercapai 

100% sesuai target, sedangkan Rasio Konektivitas Darat (99,01% dari 

target) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (98,99% dari target) sudah 

hampir mencapai target namun masih memerlukan penguatan, 

masing-masing melalui optimalisasi jaringan angkutan darat dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyerapan anggaran sampai 

dengan Triwulan II 2026 masih didominasi oleh belanja operasional, 

sementara pelaksanaan kegiatan fisik diperkirakan akan meningkat 

pada triwulan berikutnya seiring selesainya proses pengadaan dan 

pelaksanaan kontrak. 

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian 

terhadap program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu 

anggaran agar pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan tetap 

efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta 

perkembangan kondisi daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan 

lalu lintas, konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan investasi di Kota Batam. 
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4.1. Catatan Penting 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota 

Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang 

disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2026, serta perubahan kebijakan 

pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota 

Batam Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian 

dari implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 

2025–2029 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan 

sasaran pembangunan daerah di bidang perhubungan. 

 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program, kegiatan, 

dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam secara umum telah 

berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Capaian kinerja 

pada beberapa indikator menunjukkan hasil yang baik dan mendekati 

target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 

indikator dan aspek pelayanan yang memerlukan peningkatan, 

khususnya dalam penguatan konektivitas transportasi laut, 

peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas 

dan angkutan jalan, serta pemenuhan sarana dan prasarana 

transportasi di wilayah yang masih membutuhkan dukungan 

pelayanan. 

 Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 juga perlu 

memperhatikan hasil evaluasi penyerapan anggaran dan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan operasional dan 

kegiatan yang bersifat berkelanjutan telah berjalan, sedangkan 

beberapa kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik masih berada 

pada tahapan persiapan dan pelaksanaan sesuai proses pengadaan 

dan kontraktual. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan 

pada semester berikutnya perlu dilakukan secara terukur dengan 

tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, ketepatan 

sasaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, 

dan pagu anggaran dalam Perubahan Renja dilakukan untuk 
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memastikan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada 

prioritas pembangunan yang memiliki daya ungkit terhadap 

peningkatan pelayanan transportasi. Dengan demikian, pelaksanaan 

pembangunan bidang perhubungan diharapkan dapat berjalan secara 

efektif, efisien, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, 

sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan Kota Batam. 

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan perlu terus 

memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, 

instansi vertikal, Badan Pengusahaan Batam, aparat penegak hukum, 

operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi 

tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan konektivitas, 

keselamatan dan ketertiban lalu lintas, kualitas pelayanan angkutan 

umum, pelayanan transportasi laut, serta penyediaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kota Batam. 

 

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bidang 

perhubungan selama Tahun Anggaran 2026, Perubahan Renja Dinas 

Perhubungan Kota Batam dilaksanakan dengan memperhatikan 

kaidah-kaidah sebagai berikut: 

● Perubahan Renja menjadi pedoman dalam penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pelaksanaan program, 

kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam 

Tahun Anggaran 2026. 

● Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan 

sesuai target kinerja, indikator, serta pagu anggaran yang 

ditetapkan dalam Perubahan Renja, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

● Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pencapaian target 

kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, tepat 

waktu, dan akuntabel. 
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● Pelaksanaan Perubahan Renja dilakukan secara terintegrasi dan 

sinergi melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan 

kolaborasi antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan serta 

dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku 

kepentingan lainnya guna mendukung tercapainya sasaran 

pembangunan daerah. 

● Monitoring, pengendalian, dan evaluasi dilaksanakan secara 

berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan 

pelaksanaan, mengukur pencapaian target kinerja, 

mengevaluasi efektivitas pemanfaatan anggaran, serta 

merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 

● Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pencapaian keluaran dan 

hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, 

khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan tarnsportasi, 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, konektivitas 

antarwilayah, serta peningkatan pelayanan transportasi laut 

dan angkutan umum. 

 

4.3. Rencana Tindak Lanjut 

 Sebagai tindak lanjut atas Perubahan Renja Tahun 2026, Dinas 

Perhubungan Kota Batam akan melaksanakan percepatan 

pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan, 

ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala 

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hasil 

monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan 

laporan kinerja perangkat daerah serta bahan penyempurnaan 

perencanaan pada periode berikutnya. 

Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Batam akan terus 

melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi 

melalui optimalisasi penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas, peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan sarana 




